
A. Kc•;impulan 

BABY 

PENUTUP 

Bertolak ciari perumusan masa lah dari uraian analisis hasil penciit inn y~~ nt; 

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tesisi ini dapat ditar ik 

kesimpulan, sebagai berikut; 

I. Kejahatan di Bidang Kehutanan ada lah kegiatan penebangan kayu m :J up ur~ 

pengangkutan kayu secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang bervvenang 

yang dapat berpotensi merusak hutan. Oleh karena itu Kebijakan Fonnuias: 

Tindak Pidana Ileggal logging merupakan kebijakan/cara negara/pemerintah 

untuk menanggulangi kejahatan di Bidang Kehutanan dan diatur oleh 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan. Kejahatan dibidang kehutanan, apa yang disebut tindak 

pidana Kehutanan pada Pasal 112 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 , tidak 

dirumuskan secara tegas sehingga menimbulkan multi tafsir dibeberapa 

kalangan. Dan unsur-unsur tindak pidana seperti diuraikan dalam Pasal 112 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 hanya untuk diterapkan kepada pelaku, 

terutama masyarakat yang melakukan penct.rian kayu tanpa izin atau 

masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu 

secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran 

konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi 

penebangan kayu. 

2. 
1

,.... Pemberantasan illegal logging banyak menemui kendala karena kejahatan 

tersebut melibatkan banyak unsur, yaitu para cukong sebagai pemodal yang: 

membiayai kegiatan penebangan liar dan yang memperoleh keuntungan 

besar dari hasil penebangan liar. Para aktor intelektual di balik praktek 
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lilega/ logging di Indonesia merupakan p~njahat berkerah putih yang 

sepcrtinya tidak pernah tetj erat oleh hukurn . Mereka terdiri dari para 

pengu sa l~ c.. kayu (cuko ng kayu) dibantu oleh oknnrn aparat yang rn elakukaa 

sega l::1 upaya untuk mengeksploitas i seluruh sumber claya hutan yang ada di 

Indonesia. 

Bet1obk dari ternuan peneliti an tentang keb ijakan fo rmu las i tindak pidana 

illegal logging berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka perlu di sempurnakan dan 

dilakukan tentang hal-hal sebaga i berikut: 

I. Defi ni si illegal logging seyogyanya dirumuskan secm·a tegas dalam undang­

undang, terhadap subyek hukum tindak pidana ill ega l logging sebaiknya 

perlu juga dirumuskan terhadap pejabat atau pegawai negeri yang 

mempunya i kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi 

meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging, terhadap sanksi pidana 

sebaiknya dirumuskan secara alternat if yang dilengkapi dengan aturan 

khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda 

yang tidak dibayar. 

2. Terhadap pengenaan sanksi pidana disamping dij atuhkan hukuman secara 

kumulatif, mengingat dampaklakibat dari tindak pidana illegal logging ini 

merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian 

hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan 

, ,..... sanksi ya ng seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian 

negara dengan memberikan sanksi "tindakan tata tert ib ." Dan untuk 

memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana illegal 

logging yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama 
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kepada pejabat yang mempunya i kewenang:m dJhn ~ bidang keht:ta r.an yang 

berpote:1 si meni ngkatkan intensitas kej r.ih:ti:1n i!i': ,?.cf iogginc~ diatur dan 

dirumuskan secara khusus yang tentu sajn ptn!:r! us:n• :: ar~ :<:s i pic'l nanya iidak 

sama dengan sanksi pidana ya ng ciilaku ka n kr! 13dap c•r<~n g ipri bndi . 
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